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BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR rs}l04 lKl 471'o1's l2or2

TENTANG

PENUNJUKANPEJABATYANGDIBERIWEWENANGUNTUK
MENANDATANGANISURATPERINTAHPENCAIRANDANAATAS
PELAKSANAANANGGARANPENDAPATANDANBELANJA
DAERAHKABUPATENNGANJUKTAHUNANGGARAN2012

BUPATI NGANJUK,

: bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2OI2

sebagaimanad.iaturdalamPasalls5ayat(1)hurufdPeraturan
MenteriDalamNegeriNomor13Tahun2006tentangPedoman
pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang

kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2orr, maka perru menunjuk pejabat yang diberi

wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan

Dana Atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2OI2' yang

ditetapkan dengan Keputusan Bupati'

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

2. Undang-Undang Nomor
Perbendaharaan Ne gara;

1 Tahun 2OO4 tentang

-c.

4.

5.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OA4 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir

d.engan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Und.ang-Und.angNomor33Tahun2oo4tentangPerimbangan
Keuangan antlta Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah;

Undang_UndangNomor12Tahun2olltentangPembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

PeraturanPemerintahNomor53Tahun2005tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentangPed.omanPengelolaanKeuanganDaerahsebagaimana
telahdiubahyangkeduakaliterakhirdenganPeraturanl'
Menteri Dalam Neseri Nomor 21 Tahun 2OII' tt

6.

7.

8.



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

-z-

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008

tentangTataCaraPenatausahaandanPenyllsunanLaporan
Pertanggung jawaban Bendahara serta penyampaiannya;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2OI1

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun

2OlI tentang Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2072'

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSANBUPATITENTANGPENUNJUKANPEJABATYANG
DIBERIWEWENANGUNTUKMENANDATANGANISURAT
PERINTAHPENCAIRANDANAATASPELAKSANAANANGGARAN
PENDAPATANDANBELANJADAERAHKABUPATENNGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2012.

MenunjukPejabatyangnamadanjabatannyasebagaimana
tercantumd'alamlampiranKeputusanini-untukditetapkan
sebagaiPejabatyangaiueri*.*",'",,guntukmenandatangani
surat perintah pencairan Dana (sp2D) Anggaran Pendapatan dan

BelanjaDaerah(APBD)KabupatenNganjukTahunAnggaran
2012.

Pejabat sebagaimana d'imaksud dalam Diktum Kesatu

mempunyai tugas dan tanggungjawab menandatangani SP2D

Belanja Tidak i^ng,"'g d;; Belanja Langsung berdasarkan

DokumenPelaksanaanAnggaranSatuanKerjaPerangkatDaerah
(DPA-SKPD) dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2OI2 dan

tertanggung jawab atas kebenaran serta akibat dari penggunaan

bukti tersebut.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di NGANJUK
padatanggal 2-I-2012

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinYa
KEPALA BAGIAN HUKUM
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR r88 l04 lKl 47r 'or3 l2or2
TANGGAL 2-I-2OI2

DAF'TAR : PtrNUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI

SURATPERINTAHPENCAIRANDANAATASPELAKSANAANANGGARANPENDAPATAN
DANBELANJADAERAHKABUPATtrNNGANJUKTAHUNANGGARAN2012

Jabatan
Wewenang Yang I Tanda

diberikan dalam I Tangan
Kenrrtrrsan ini I 

-

Paraf
No. Na ma

3 4 5 6l )ra. DYAH PUSPITA R, M.Si

V/a, NIP. 1968051 I1992O22OOI

SUGENG, SE

III/c, NIP. 195908101985091001

iepala Bidang Anggaran

>ada DP2KAD KabuPaten

rlganjuk

Kasi Belanja Pegawai Pada

DP2KAD KabuPaten Nganjuk

rlenandatangani
iurat Perintah
)encairan Dana
SP2D) untuk Belanja
lidak Langsung

,selain Belanja
Pegawai) dan Belanja
Langsung.

Menandatangani /W^
SuratPerintah I- ;
Pencairan Dana | -/
(SP2D) untuk Belanja 

I

Tidak Langsung 
I

(khusus Belanja 
I

Peqarvail I

2.
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